- SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVIN SI JAWA TENGAH

PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN

o }Me:'nii'nbang.‘, :

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

a. bahwa setlap orang berhak hxdup sejahtera lahlr dan’

batm, bertempat txnggal dan mendapatkan kehldupan

o vyang layak dan sehat serta berhak mernperoleh Iayanan“i' -
- kesehatan; | |

bahwa d1 Kabupaten Kara.nganyar masm terdapat"' .

perumahan kumuh dan pemuklman kumuh yang“

' _rnemerlukan penanganan ‘ N
. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 v,
Tahun * 2014 tentang Pemermtahan Daerah o
sebagaimana telah dlubah beberapa' kah terakhir
- dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang}'v
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
YETahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah, Pemermtahvf
»Daerah mempunya1 kewenangan untuk melakukan
"pencegahan dan pemngkatan “kualitas terhadap ,- i,
’-lperumahan kumuh dan pemuklman kurnuh .
bahwa - berdasarkan - pertlmbangan ' sebagalmana :
: _dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu '

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan, B

Pemngkatan Kuahtas terhadap Perumahan Kurnuh dan ,

’ Permuk1man Kumuh



v M'ehgingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara -

' IR Repubhklndonesxa Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
~ Pembentukan Daerah daerah = Kabupaten dalém
| Lingkungan Provm31 J awa Tengah;

3. »Undang~Undang Nomor 1 Tahun 2011 '}tentang‘
~Perumahan dan Kawasan Permuklman (Lembaran
" Negara Republik Indonesia ’I‘ahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'Nomor 5188); - . |
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk

‘Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Repuink Indonesia Nomdr. 5587),
sebagalmana telah dlubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
’. Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23
. Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara - Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
“Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); R
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
'Penyclenggaraan . Perumahan  dan  Kawasan
Permuk1man (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones:a Nomor 5883),

Dengan Persetu_]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan - . -
BUPATI KARANGANYAR

| o MEMUTUSKAN: |
" Ménetapkain : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
e PENINGKATAN  KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.



‘ ,IBABI
KE’I‘ENTUAN UMUM

Pasal 1' |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. v
Pemerintah Daerah adalah’ Bupati sebagai ‘unsur
penyelenggara Pernermtahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadl

kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar.

Pemermtah Pusat adalah Presiden Repubhk Indonesia

‘yang rnemegang ‘kekuasaan pemermtahan negara

-~ Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pcmblnaan keluarga, cermman harkat dan martabat

penghuninya, serta aset bagi pemlhknya

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian

dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,

: yang dilengkapi dengan pi'asarana,"sarana, dan utilitas

umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni. v '

Permukiman adalah baglan dari hngkungan human
yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan
yang ‘mempunyai prasarana, sarana, utilitas undum,'
serta menipunyai penunjang kegiatan‘ fungsi lain di

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

. Perumahan Swadajra adalah ”rurhah atau Perumahaﬁ

yang dibangunv atas pfakarsa dan upaya masyarakat,

_baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi

pcrbalkan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan '

rumah baru beserta lmgkungannya



10.

11

12,

1.

16.

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk

17

Lingkurigén Huﬁiah adalah bagian dari' kawasan
Permukiman yang terdm atas leblh dari satu satuan |
Pcrmukxman o |

Kawasan Permukxman adalah bagian dari lmgkungan
hldup di luar kawasan hndung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan yang berfung31 sebagai - '
hngkungan tempat tlnggal atau lingkungan hunian
dan tempat keglatan yang mendukung perlkehxdupan
dan penghldupan. o - ‘ o
Perumahén Kumuh ‘adaleih Perumahan yang}
mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat
hunian. | . | SRR
Permuklman Kumuh adalah Pcrmukunan yang tidak
layak huni karena ketldakteraturan bangunan, tmgkat
kepadatan ‘bangunan yang tlnggl, dan kuahtas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak -

_ memenuhi syarat
13.

Pencegahan adalah | tindakan yang dilakukan untuk -

‘menghindari tumbuh  dan o berk'embangn)?a, .
_ Perumahan‘Kumuh dan Permukirrian Kumuh baru.
14.

Pemngkatan Kuahtas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh adalah upaya " untuk
menmgkatkan kualitas bangunan serta prasarana,
sarana, dan utilitas umum. ' |

Masyarakat Berpenghasﬂan Rendah yang Selan_)utnya-

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyall o

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Prasarana adalah kelengkapari dasar ﬁsik lingkungan

kebutuhan bertempat tmggal yang layak, sehat, aman,

dan nyaman

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang

berfungsi untuk rﬁendukung penyelenggaraan dan
peﬁgembangan kehidupan  sosial, budaya, dan

ekonomi.



18. Utlhtas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk |

19.

pelayanan hngkungan hunian,
Penetapan ~ Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Ku‘rhuhv».adalah penetapan atas lokasi

v Pefumah»an» __Kumuh dan "Pefmukiman Kumuh yang

20,

- 21

- 22,

23,

- 24.

_orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam

ditetapkan oleh ‘Bupéti, yang dipergunakan sebagai

dasar dalam' peﬁingkatan' kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh | | .

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daex"ah’,kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai  dengan persyaratan  administratif ‘dan
persyaratan teknis yang berlaku, ‘
Senap orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum. | | '
Pelaku Pernbangunan adalah Setxap Orang dan/atau
pcmerlntah yang melakukan pembangunan
Perumahan dan Permukiman. | |

Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan
oleh warga' negara Indonesia yang kegiatannya di
bidé.ng penyelenggaraan Perumahan dan .kawasan |
Permukiman.

Kelompok Swadaya Masyarakat vadalah kumpulan

kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu
adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama,
sehihgga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan

yang ingin dicapai bersama. -



| BAB 11 | o
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN} oo
PERMUKIMAN KUMUH o

Baglan Kesatu

Knter‘la’ Perl.ll’nahan Kum]_].h dan Permuklman KumUh . ; ‘. L

Pasal 2

(1) Knterla Perumahan Kumuh dan Permukxman Kumuh el

’ merupakan kr1ter1a yang ' dlg\-lnakan - untuk L

menentukan kOl‘ldlSl kekumuhan pada suatu EERRS T

Perurnahan dan Permuklman

o (2) Knterla Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh':fr': o

- sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehput1 kr1ter1a o i

kekumuhan d1t1n3au darl DR
;bangunan gedung, | 3

'Jalan hngkungan, o
penyedlaan air mlnurn
dralnase hngkungan

3 pengelolaan alr hmbah

| pengelolaan persampahan, dan W

. »lprotekm kebakaran

Pasal 3

' _(1) Kr1ter1a kekumuhan dltlnjau dar1 bangunan gedung o

) sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a- AR

mel1put1 kondlsx

Ca ketxdakteraturan bangunan yang t1dak sesueu o

dengan ketentuan penataan ruang, Lo

. b_; ungkat kepadatan bangunan yang tlngg1 da n /atau R

c. ketidaksesuman terhadap persyaratan tekms : o

S :bangunan gedung



(2) Kond1s1 ketldakteraturan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a jika tidak memenuhx

a. ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail

Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan

' Llngkungan, pahng sedikit pengaturan bentuk,

besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada

~ suatu zona; dan/ atau

ketentuan tata ‘bangunan dan - tata kualitas
lingkungan dalarn Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan, pahng sed1k1t pengaturan blok -
lingkungan, vkaplmg, bangunan, ketinggian dan

elevasi ‘lantai,“konSep identitas lingkungan, konsep

‘orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Kondisi tmgkat kepadatan bangunan yang tinggi

sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf b jika

bangunan mem111k1

a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan

peraturan perundarig-uridangan dan /atau Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan dan/atau Garis
Sempadan Jalan yaitu garis batas pekarangan
terdepan; dan | o o '

koc;ﬁsien lantai bangunan yang mélebihi ketentuan
dalam peraturan peruridang—undangan dan/atau ,

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

(4) Kondisi ketldaksesualan terhadap persyaratan teknis

bangunan gcdung sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ jika bangunan bertentangan dengan

persyaratan

a.‘

'b.

SR I I ~ R e I

pengendahan dampak llngkungan

pembangunan bangunan di atas dan/atau di

- bawah tanah a1r dan/ atau prasarana/sarana

: umum, .

keselamatan bangunan;
kesehatan bangunan,

kenyamanan bangunan, dan :

: kemudahan bangunan.



Pasal 4 |

| {1) Dalam hal rencana detail tata ruang dan/atau re'ncanav}‘. |

@

(1)

tata bangunan dan lmgkungan belum dltetapkan

penilaian ketidakteraturan sebagalmana dimaksud

-'dalam Pasal 3 ayat (2) dan kepadatan bangunan -

sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ~ayat (3)
dilakukan »dengan merujuk  pada persetujuan
mendirikan bangﬁrian untuk jaxigka waktu sementara;

Dalam hal bangunan gedung tidak rriemiliki_IMB‘ dan .
persetujuan mendirikan barigunan untuk jangka'
waktu sementara, - penilaian - ketidakteraturan dan
kepadétan bangunan ‘dilaku}k‘an} oleh Pemerintah
Daerah setelah mendapatkan 'pertimbangar_i dari Tim

Ahli Bangunan Gedung.

Pasal S ‘
Krlterla kekumuhan dltm_]au darl Jalan hngkungan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
mencakup: ’
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayan‘i seluruh
lingkungan Perumahan atau Permukiman;
dan/atau v | '

b. kualitas permukaan jalan hngkungan buruk

(2) Jaringan Jalan lmgkungan yang tidak melayani seluruh

lingkungan Perurnahan atau Permukiman sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
sebagian lingkungan ‘Perumahan atau . Permukiman

tidak terlayam dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan = lingkungan  buruk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b -
merupakan kondisi dimana sebagian atau seluruh jalan

lingkungan mengalami kerusakan permukaan jalan.



. Pasal6

(1) Kntena kekumuhan ditinjau dari penyedlaan air

minum sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf c mencakup

a.

ket1dakterscd1aan ~akses aman- air minum;

dan/atau

tidak terpenuhmya kebutuhan air minum- rmmrnal

setiap individu sesuai standar yang berlaku.

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi

dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum

yang memenuhi syarat kesehatan »
-~ (3) Tidak terpenuhmya kebutuhan air minum minimal

setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan kond131 dlmana pemenuhan air

minum setiap individu kurang dari 60 (enam puluh)
liter/hari. o '

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau darl dramase lmgkungan
'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d
mencakup:

a.
b.

drainase lingkungan tidak tersedia;

kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk;
dan/atau : B
drainase lingkungah tidak mampu mengalirkén
hmpasan . air hujan_ schingga menimbulkan
genangan., ' | o

(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagalména

dimaksud pada ayat (1) huruf a mempakan kond131

‘"dimana saluran tersxer,
tersedla

dan/ atau saluran lokal tidak



@

@

Kualitas kc‘)r“lsv,»tru.ksi "dra_iﬁase lingkungan buruk
sebagaimana 'dir‘naksud pada ayat (1) huruf b
merupakén kondisi dimana kualitas konstruksi
dramase buruk karena gahan tanah ‘tanpa material
pelapis atau penutup atau telah terjadl kerusakan

Drainase ° lingkungan - tidak mampu mengahrkan

~limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kondisi dimana jaringan drainase

‘11ngkungan udak mampu mengalxrkan limpasan air

sehingga menlmbulkan genangan dengan tinggi lebih
dari 30 cm (tiga puluh centimeter) selama lebih .
dari 2 (dua) jam dan terjadl lebih dari 2 (dua) kah
setahun ‘ ’

Pasal 8
Kr1ter1a kekumuhan dltln_}au dari pengelolaan air
limbah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf e mencakup: I
a. sistem pengelolaan air hmbah tidak sesuai dengan

standar teknis yang berlaku;dan/atau

b, Prasarana, sarana sanitasi, dan sarana pengelolaan

2)

air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis,
Sistem pengelollvaan» air limbah tidak sesuai dengan

standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud

~pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana

‘pengelolaan  air limbah 'pada‘ lingkungan Perumahan

atau = Permukiman tidak memiliki sistem yang
memadal, -yaitu tidak ada jamban yang terhubung
dengan tangk1 septxk baik secara 1nd1v1dual/ domest1k .

komunal maupun terpusat



- (3) Prasarana, sarana samtam, dan sarana pengclolaan air
limbah tldak - memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondisi dlmana ' S

‘a. jamban tldak terhubung dengan tangki_ septik; atau

b. tidak "'tefs'ediAnjia“ sistem pengolahan limbah .

setempat atau terpusat.

Pasélg _

(1) Kriteria 'kekumuhan ditinjau dari  pengelolaan
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf f mencakup: | |
a. prasarana dan sarana persampahan txdak sesuai

dengan persyaratan tekms dan/atau » _
b._} sistem pengelolaan persampahan tidak memenuh1 -
persyaratan teknis. .

~ (2) Prasarana ‘dan sarana persampahan tidak sesuai

~ dengan persyaratén teknis sebagaimana' dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kOndISl dimana txdak
memadainya: - _ ' -

a. tempat sampah dengan pemﬂahan sampah pada
skala domestlk atau rumah tangga

b. tempat pengumpulan sampah afau tempat
pengumpulan sampah 3R (reditcé, reuse, recycle);

c. 'gerob'ak sampah dan/ afau truk sampah pada skala
lingkungan; dan , R

d. tempat- pengolahan sarnpah terpadu ‘pada skala
lingkungan. : v ,

~(3) Sistem pehgelolaan perSampahan tidak memenuhi

pevrsyarata_n‘ teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kondisi dinﬁéna'
pehgelolaan pérsampahan padé. lingkungan

Perumahan atau Permukiman tidak  memenuhi

persyaratan sebagau berikut: |

a. pewadahan dan permlahan sampah domestlk

b. pengumpulan sampah, ,

c. pengangkutan sampah; dan



d pengolahan sampah.

(1)

. . Pasal 10
Kntena kekumuhan ditinjau dari proteks1 kebakaran

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g

mencakup ketldaktersedlaan

a. prasarana proteksi kebakaran tldak tersecha

~ dan/atau

- b. sarana protek31 kebakaran tidak tersed1a

@) 1

Ketldaktersedlaan ‘prasarana proteks1 kebakaran B

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a mehputl

- tidak tersedlanya

o a pasokan an' dari sumber alarn maupun buatan,

¢ sarana  komunikasi  untuk  pemberitahuan = -

b jalan_ hngkungan yang mcmudahkan masuk

keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;

terjadmya kebakaran kepada Perangkat Daerah _

pemadam kebakaran, dan

~d. data  tentang  sistem - proteksi kebakaran

(3)

hngkungan o
Sarana proteksi kebakaran sebagaxmana dxmaksud
-pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
. kendaraan pemadam kebékaran;

b _
. ¢. mobil 'tangga sesuai kebutuhan; dan/ atau:
d

. peralatan pendukung lainnya.

 Bagian Kedua

| Tipologi Perumahan Kumuh dan Pefr'nukiman"Kumuh

(1

 Pasal 11

) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh

merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan
Permuklman Kumuh berdasarkan letak loka81 secara

~ geografis.




(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaﬁnana 'dir-naksud pada ayat (1), terdiri dari
Pérumahan vKurvnu‘h dan Permukiman Kumuh 'yahg
berada: " o | |
a. di tepi air;_

b. didataran;
c. di vpérbukitan'; dan
d

. di daerah rawan bencana.

| BAB Il

' PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
PERKEMBANGANNYA PERUMAHAN KUMUH DAN

 PERMUKIMAN KUMUH BARU |

Bagian Kesatu

Umum

_ Pasal 12
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru
dilaksanakan melalui: | B | |
a. pengawasan dan pengendalian; dén ‘

b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

L Pengawasari dan Pengendalian

Parégraf 1

. Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

‘ v | Pasal 13 _ ‘

' Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12: huruf g, dilakukan atas kesesuaian
 terhadap dengan:sﬁ '

a. perizinari; :

b. standar teknis; dan

c. kelaikan fungsi.



Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendahan ‘kesesuaian terhadap

perizinan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13

huruf a mehputl

a.

o oo T

‘izin pr1ns1p, )

. .:.1zm lokasi; .

izin penggunaan pemanfaatan tanah;

. izin mendxrlkan‘bangunan; dan

jzin lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang—undangan

(2) Pengawasan dan pengendallan sebagaxmana dlmaksud

pada ayat (1), dilakukan pada tahap perencanaan

Perumahan dan Permuklman

(3) Pengawasan dan pengendahan sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) dimaksudkan agar:

a’

lokasi  Perumahan dan Permukiman yang

direncanakan- sesuai dengan rencana tata ruang;

- dan

. rencana pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan

‘standar teknis yang berlaku

v Pasal 15

(1) Perigawasan dan pengendalian kesesuaian standar

(2)

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b dilakukan pada tahap pembangunan.

Perumahan dan Permukiman dengan standar teknis

v sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) mehputx

® ™o op0 g

' bangunan gedung;

. jalan lingkungan;

penyediaan air minum;

. drainase lingkungan;

" pengelolaan air limbah;
,, pcngelblaari persampahan; dan

f pfotek_si kebakaran.



(3) Pengawasan © dan- '-‘pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar: -

a. sistem pelayanan yang ~dibangun sesuai

'ketentuan standar teknis yang berlaku;

b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun
‘sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
PN

‘c. kualitas bahan atau material yang digunakan

| _seji"ta ‘kualitas pelayanan"‘ yang diberikan sesuai

ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pengaﬁvasanv dan ‘.pengenda'lian: uhtuk menjafniri |
keses@aian terhadap kelaikan 'fuhgsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ dilakukan setelah

‘bangunan  siap dan  sebelum  bangunan
- dimanfaatkan. | | » |

(2) Ke'sesuaianv‘terhadap kelaikan fuhgsi sebagaimana
~ dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. ,pefsyaratan administratif; dan |

- b. persyaratan teknis.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

~ Pasal 17

(1) Pengawasan dan ‘pengendalian térhadap tumbuh dan

berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
dilakukan melalui:
a. | pemantauan;

‘b. evaluési; dan

- C. pelaporan. ,

(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan

‘berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman

'Kurmih b'am scbagaimana dimaksud pada ayat} (1)

dilaksanakan oleh = Perangkat Daerah  yang

e et s



rnenyelenggarakan urusan pemermtahan di bxdang-
Perumahan dan Permukiman serta berkoordmasx
dengan pihak terka;t ‘dan  melibatkan peran
masyarakat. _ | |
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peﬁgawasan v

dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

 Bagian Ketiga

o vPembcrdayaan Masyarakat

Pasal 18

Pemberdayaan fna_syarakat sebagaimana dimaksud dalam
" Pasal 12 huruf b dilakukan melalui: -
‘a. pendampihgan; dan

- b. pelayanan informasi.

- __  Pasal19 _ »
(1) Pendampingan }sebagaimana“ dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan -
" kapasitas masyarakat melalui fasilitaéi pembentukan
dan fasilitasi pemngkatan kapasitas kelompok
‘swadaya masyarakat. '
(2) Kapasuas masyarakatv sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai |
. dengan periziﬁan dan' standar teknis; dan |
b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, -
| sarana, dan utilitas umum sesuai dengaﬁ
| . 'penzman dan standar teknis. '
(3) Pendampmgan sebagaxmana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk:
a. penyiﬂuhainj
b. pembimbingan; dan
c. bantﬁéﬁ tekvnivs. -
4) Ketentuan lebih Ianjut mengena1 pendampingan’
_ sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupatl.



. Pasal 20
(1) Pelayanan 1nforma31 sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b mehputl pemberlan informasi
, mengenal )
a. rencana tata ruang,
B penataan bangunan dan lingkungan;
c. perxzman dan . o
* d. standar teknls dalam bldang perumahan dan
 kawasan permukiman.
(2)"} Pelayanan  informasi sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau
cetak, dan /atau secara langsung kevpada masyarakat.
”(3) Pelayanan informasi >séb'agairna.na dimaksud pada
~ ayat (1) dilaksénakan oleh Perangkat Daerah yang
' menyel_enggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi dan komunikasi dan Perangkat Daerah
' yang menjrélenggarakan “urusan pemerintahan di

bidang Perumahan dan Permukiman.

| BAB IV |
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

‘Umum

. - Pasal 21
| (1) Penlngkatan Kualltas terhadap Perumahan Kumuh
‘dan Permukiman Kumuh dilakukan  untuk
~meningkatkan kualitas bangunan, prasarané, sarana,
déui Utilitas Umum. ~ | | v
(2) Peningkatan kualitas térhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh scbagaimana dimaksud pada
~ayat (1) dilakukan pada Perumahan Kumuh dan
- Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10-
~ (sepuluh) hektar. ‘ "



(3) Penmgkatan kualltas Perumahari " Kumuh dan
Permukiman ‘Kumuh sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui: _ _

Ca. penetaﬁan : lo-‘kasi . Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh; |

b perencaﬁaan pénanganan Pcrumahan Kumuh dan
Permuklrnan Kumubh; dan

c. penanganan Perurnahan Kumuh dan Perrnukunan

Kumuh.

‘ Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman

- Kumuh

Paragraf 1

Umum

| _ | Pasal 22
(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
.~ Kumuh wajib didahului proses pendataan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran

serta masyarakat
’ ,(2) Pendataan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui: o
a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.
(3) Mekanisme dan tata cara -pe'ndataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)- Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dltetapkan dengan Keputusan Bupati. -



Paragraf 2
Identlﬁka31 Loka31

Pasal 23

o Ident1ﬁkas1 lokasx sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 22‘ '

oy 3
i R dlmaksud dalam Pasal 23 huruf a chlakukan untuk

'menentukan tmgkat kekumuhan pada _suatu S

B :ﬂ»:ayat (2) huruf a, mehputl 1dcnt1ﬁkas1 terhadap
. kOI‘ldlSl kekumuhan o A
. iegahtas tanah; dan

. :ipertlmbangan lam

Pasal 24

Idcntlﬁkam : kOI‘ldlSl . kekumuhan : sebagalmana ».

o Perumahan dan Permukn‘nan

pada f ayat (1);} dllakukan berdasarkan kntenai"} :

Penentuan tmgkat kekumuhan sebagalmana dlmaksud': -

] Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumu_h’ s

. sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3.

o dalarn 23 huruf b chlakukan untuk menentukan status

o Pasal 25

'Idenuﬁkam legahtas ‘tanah sebagaumana dlmaksud

legahtas lahan pada setlap 1okas1 Perurnahan Kumuh : _‘

o dan Permukxman Kumuh

@
- | dxmaksud pada ayat (1) mehputl aspek

Penentuan | status legahtas tdnah "sebagaimana”_”i» o

a. kejelasan status penguasaan tanah dan R

~ b. kesesualan dengan rencana tata mang

o .t,sy

Kejelasan status penguasaan Iahan sebagalman ai“" S

o dlrnaksud pada ayat (2) huruf a d1tun;ukkan dan

a. bukt1 dokumen sertlﬁkat hak atas tanah atau‘tv o

_,bentuk dokurnen keterangan status tanah lamnya-, .

o yang sah untuk tanah kepemlhkan sendiri; atau

- b. bukt1 1zm pemanfaatan tanah dan pemegang hak |

e atas tanah atau - pemlhk tanah dalam bentuk

| '} peganpantertuhs antara pemegang h_ak atas tanah‘



(4) Kesesualan dengan rencana tata ruang sebagalmana, o

o dlmaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesualan -

atau penuhk tanah dengan pengguna tanah untuk,
tanah kepermhkan plhak laln - '

:,'-lperuntukan lahan dengan rencana tata ruang, yang'

“ 'dlbuktlkan dengan Surat Keterangan Pemanfaatan'

- Pasal 26

| dalam 23 huruf c chlakukan untuk menentukan skala}f‘ff_” o

. o pnontas | penanganan : Pcrumahan Kumuh dan’ ‘i o

TENE D T Pcrmuklrnan Kumuh
@0
. pada ayat (1) dldasarkan pada pertlmbangan

Identlﬁka31 pertxmbangan la1n sebagalrnana dlmaksud :

" 'a mla1 strategis loka51, B

@

d1maksud pada ayat (2) huruf a dlkaltkan dengan Ietak‘ e

| '>-’¢b kependudukan, dan
c kondlsl sos1a1 ekononn dan budaya

Per tlmbaﬂgaﬂ nilai Strategls loka31 Sebagalmana R

) loka51 Pemmahan atau Permuklman pada

a. fung31 strategls kabupaten atau

S pada ayat @) ‘huruf b’ dlkaltkan dengan tlngkat B

;b ‘bukan fungsi strategls kabupaten,

Pert1mbangan kependudukan sebagaxmana dlmaksud_

kepadatan penduduk pada lokas1 Perumahan atau

- 'Permuklman yaltu

b. ‘sedang yaltu kepadatan penduduk antara 151 -

‘a rendah yaltu kepadatan penduduk d1 bawah 150

- ’lea/ha, S

- QOOlea/ha, Corn

B c. tmggx yaltu kepadatan penduduk antara 201 - 400 S

B .A,f"]lwa/ha, |

. d sangat padat ya1tu kepadatan penduduk d1 atasf;'”

400 J1wa/ha, B v:‘ “ 

Idenﬁﬁkam pertlmbangan lam Sebagalmana d]makSud“‘{ o



R C)

N a;: ,potensx somal yaltu tlngkat part151pa51 masyarakat? o

c. 'poten31 budaya yaltu adanya keglatan atau warisan

o

Pertlmbangan kOndlSl s081al ekonom1 dan budaya,; | |
R scbagaumana dlmaksud pada ayat (2) huruf c dlkaltkan N o
o dengan potenm }’ang d1m1hk1 loka31 Perumahan atau = |

o .,Permuklman, mehputx C

| }:,-{'.dalam mendukung pembangunan | |
o b, ;potens1 ekonoml yaltu adanya kegtatan ekonorm'_"
. tertentu yang bers1fat strateg1s bag1 masyarakat’, o
- setempat dan o '

.gbudaya tertentu . Yangv d1m111k1 “ masya_rakatf? o

o setempat T

Paragraf 3 .

Pen11a1an LokaS1

Pasal 27

Pénvivlaia"ri | loka31 sebagalmana dlmaksud dalamf:”*‘ SR |
- 'Pasal 22 ayat (2) huruf b dllakukan untuk memlax}.f:,
- aspek L )

a. kondxs1 kekumuhan

o ‘,b. legahtas lahan, dan '

R c pertlmbangan 1a1n R o e
L  (2)‘ Pemlaxan lokas1 sebagalmana d1rnaksud pada ayat ( 1)
| H.vdllakukan : terhadap - hasil 1dent1ﬁka31 ,loka31 S

_ | 'sebagaunana dlmaksud dalarn Pasal 23.

._sebagalmana dxmaksud pada ayat (1} huruf a.‘: - .

Pemlalan IOkaSI pada aSpek kOI’ldlSl kekﬁmﬁha’ri,"j: L

S menghasilkan klaSIﬁkasa

L ‘a. kumuh kategom rmgan '

| b, kumuh kategon sedang, dan

@)

kumuh kategon berat

APemlalan lokas1 pada aspek Iegalltas llahany' ’

- sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b R

o menghasﬂkan klas1ﬁkasx

status lahan legal dan

b status lahan tldak legal |



o d1buat dalam suatu wﬂayah Daerah berdasarkan tabelj

- | (5)

dxrnaksu d pada ayat (1) humf c }me_nghasﬂkan»,“-v

Pemlalan pada aspek pertlmbangan 1a1n sebagalmanai'

o k1a51ﬁka81

o pertlmbangan laln kategom rendah

‘b, pertn’nbangan lam kategori sedang, dan

L : -~_:, _C": pertlmbangan lam kategon tmggl

Paragraf 4 SR

Ketentuan Penetapan Lokasx |

Pasal 28

Penetapén lokaSI' sebagalmana d1maksud dalam |

"Pasal 22 ayat (4) d11er1gkap1 dengan

o ‘a. tabel daftar lokasx Perumahan Kumuh dan o

N b peta Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh

a
b
S c
o v d’."v. titik koordmat
o
f
g

| '.,-](i)

o Permuklman Kumuh dan

: (2)“' Tabel daftar loka31 sebagalmana dlmaksud pada'

| ‘"I“‘ayat (1) huruf a, bCI'ISl data R

. nama lokasx

. 1uas Perumahan Kumuh dan Permukunan Kumuh o |

. lmgkup admlmstratlf

kondlsl kekumuhan Lo

"status tanah dan

- PI‘IOI’ltaS penanganan , u’ntUkv ’seﬁap | IIOkaSi .

v.Perumahan Kumuh dan Permuklrnan Kumuh yang " | o

- ) _,d1tetapkan

Peta sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b o

B v daftar loka31

- Pasal 29

Penetapan 10kas1 sebagaxmana d1maksud Pasal 22 

B ayat ) dllakukan penmjauan ulang pahng sed1k1t 1 -

{satu) kah dalam 5 (hma) tahun R



@

®)

Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

_dllakukan sesuai dengan prosedur penetapan lokaSI: _

sebagalmana dlatur dalam Peraturan Daerah ini.

Hasil penmjauan ulang sebagalmana dimaksud pada

- ayat ( 1) dltetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1)

(2)

(3)

@

Bagian Ketiga
Perencanaan Penanganan Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh

_ Pasal 30 - _
Perencanaan penanganan ‘ sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan melalui
tahap: | |

. persiapan;

.- survei;. -

a
b -
c. 'penyusunan data dan fakta;
d. analisis; -

e. ‘penyusunan konsep penanganan' dan
f. _ penyusunan rencana penanganan

Rencana penanganan sebagalmana dlmaksud pada

'ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan Jangka“

pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang
beserta pemblayaannya

Rencana penanganan sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Rencana penanganan sebagalmana dlrnaksud pada
ayat (3) merupakan dasar bagi- penanganan

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh_;



PR

w

o Kumuh dldasarkan pada perencanaan penanganan ‘ '_._ N

Baglan Keempat

: f“:v. Penanganan Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh

o Paragrafl

Pasal 31 |

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permuklman |

o sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
) I

s jswadaya dapat dllakukan oleh Pemermtah Daerah -

Penanganan untuk Perumahan dan Perrnuklman

SR o 'dengan mehbatkan peran masyarakat

: formal yang prasarana sarana, dan ut111tasnya sudah

o d1serahter1rnakan kepada Pemerlntah | Daera‘h“': "

*:_7 ‘dlserahterlrnakan kepada s Pemenntah D‘aerah':?. e

: _'dan permuklman yang t1dak rnelakukan pcnanganarxl -

;fsebagalmana telah dltetapkan, pelanggar dlkenal Sal’lkSI_ o

S - dllakukan oIeh Pemermtah Daerah

v‘,vformal yang prasarana, sarana, dan ut111tasnya belum

:Penanganan untuk Perumahan dan Permuklman I

- dllakukan oleh pelaku fpém:bvangunan' selam -
o .,:"Pemenntah Daerah. - }' ‘ ' -
o ;(5) Orang atau Badan Sebagal pengcmbang perurnahan Col
‘prasarana, sarana,\, dan utlhtas Perumahan dan _' : :
Permuklman sebagalmana dlmaksud pada ayat (4)”.}7 S
- ".7d1kena1 sank31 berupa teguran tertuhs ’ |
B o
" *pada ayat (1) tldak dundahkan dalam waktu SRR P

Dalam hal teguran tertuhs sebaga1mana dlmaksud

o ,berupa

- a pembekuan izin; atau S

S b. pencabutan 121n

Penanganan untuk Perumahan dan Permuklman B



Paragraf 2

Pola Pola Penanganan

Pasal 32

(1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian

aspek kOIldlSl kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagalmana dlmaksud pada

iayat (1) vdlrencanakan _dengan mempertlmbangkan

()

().

tipologi perurnahan kumuh dan permukiman kumuh.

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permuklman

Kurnuh sebagaxmana dimaksud pada ayat (1), dapat

‘menggunakan pola

a. pemugaran;
b. peremajaan, dan
c. pemukxman kembali.

Pola penanganan sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

~huruf a, dilakukan dalam hal lokasi Perumahan dan

()

Permukiman diklasifikasikan Kurnuh ringan dengan

‘status tanah legal. -

Pola penanganan sebagaimana dimakSud pada ayat (3)

 huruf b, dilakukan dalam hal lokasi Perumahan dan

(6)

Permuklman d1k1a31ﬁkasxkan

a. Kumubh berat dengan status tanah legal;

b. Kumuh sedang dengan status tanah Iegal

‘Pola penanganan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

_huruf ¢, dilakukan dalam hal loka31 Perumahan dan

o Permuklman d1k1a31ﬁka81kan

a. Kurnuh_ berat dengan status tanah ilegal;

b, kumuh sedang dengan status tanah illegal' dan

c. kumuh ringan dengan status tanah illegal.

(7) Penerapan pola penanganan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatlkan antara
lain; . ‘ o ’ '
a. hak keperdataan masyarakat terdampak

b. kondlsl ckologis lokasi; dan

_c. kondisi somal ekonorm, dan budaya masyarakat

terdampak



(8) Ketentuan leblh lanjut mengena1 pola penangananf o

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dalam _ LT

o Peraturan Bupatl

Baglan Kehma S

Pengelolaan

Pasal 33

(1) Pengelolaan | terhadap Perumahan | Kumuh danj

Permuklman Kumuh yang telah d1tangam bertujuan AR

untuk mempertahankan - dan . menjaga kuahtas |

- Perumahan dan Permuklman secara berkelanjutan v
(2) Pengelolaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)v -

dxlakukan oleh masyarakat secara swadaya

(3) Pengelolaan , oleh masyarakat secara swa daya" L

- sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat dllakukan" S

‘ oleh kelompok swadaya masyarakat

(4) Pengelolaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -

dllakukan melalul, oL
a. pernehharaan dan

b perbalkan

(5) Pemcrmtah Daerah dapat memfa8111ta31 pengeIOIaan: T

L sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

(6) Fas111ta31 sebagalmana d1rnaksud pada ayat (5): .

dllakukan dalam bentuk:

. a. 'penyedlaan dan B sos1ahsa81 noifrna', . standar;y S

pedoman dan kntema, -

o »superv131, dan konsultasx, B |

c. 'pembenan kemudahan dan/: atau bantuan |

d. koordinasi antar pemangku kepenhngan secara o

o penodlk atau sesual kebutuhan - |

L 3¢, 'pelaksanaan kajlan Perumahan dan Permuklman
o dan/atau ' o ) ' '

S pengembangan 81stem 1nformasx dan komun1kas1



.V ' BABV
*  PENYEDIAAN TANAH

,, Pasal 34 v

(1) Pemenntah Daerah sesuai dengan kewenangannya

dan/ atau Perorangan/ Badan selaku pengembang

Pcrumahan dan Permuklman bertanggung jawab atas

penyed1aan tanah dalam rangka pencegahan - dan

vpemngkatan kuahtas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh. ‘

(2) Penyediaan tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘

“termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang

.Wilayaﬁ merupakan tangguhg jawab ' Pemerintah

'Daerah. ,

S Pasal 35 - t
‘ (1) Pe‘nyediaan tanéh untuk - peningkatah kualitas
Perumahan Kumuh dan : Perrriukiman Kumuh
| , sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat .
 dilakukan melalui: |
a. .pembenan hak atas tanah terhadap tanah yang
' langsung dikuasai negara;
b. konsohdam tanah oleh pemlhk tanah; ,
C. _perahhan atau pelepasan hak atas tanah oleh
 pemilik tanah; '
| d pcmanfaatan dan permndahtanganan tanah barang“ |
milik negara atau milik Daerah sesuai dengan
_ ketentuan peraturan perundang-undangan; - |
e. péndayagunaan tanah' Negara bekas tanah
terlantar; dan/atau |
1. pengadaan tanah. | v
(2) vPenyed‘iaan tanah sebagaimané dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai déngan} ketentuan peraturan

perundang-undangan.



" BABVI
PE_N‘D‘ANAAN

~ Pasal 36

,(l)vPendanaan dalam‘ ‘rangka | pencegahan dan
penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh menjadl tanggung _]awab Pemermtah Daerah
dan/atau Badan selaku pengembang Perumahan dan
Permuklman

- (2) Pendanaan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah

Daerah Provinsi

(3 )Surnber dana sebaga1mana dimaksud pada ayat (l)h

berasal darl | » |
a. anggaran vv pendapatan dan belanjé : D;aer‘ah;
dan/atau ' :
b. sumber dana lain yang tldak terlkat sesuai dengan
ketcntuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam

rencana penanganan yang 'di_atur’ dalam Peraturan

- Bupati.

BABVII
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

~ Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pencegahan dan

peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

~ Permukiman Kumuh,

- N A\ e e




(2) Dalam  melaksanakan  kewajiban sebagaimana
dnnaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan
 koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Prov1ns1

Baglan Kedua L

’I‘ugas Pemermtah Daerah

| Pasal 38 v
(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan
kuahtas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Pemerintah Daerah mempunyau tugas sebagai
~ berikut: . |

a. merumuskan kebljakan dan strategi kota, serta
~ rencana pembangunan ‘kota terkait Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
'Permukiman Kumubh; '

' b. melakukan survei dan pendataan skala kota
‘mengenai  lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

c. melakukan pemberdayaéh masyarakat;

d. melakukan pembangunan kgiwasan Permukiman,
: serta sarana dan prasarana “dalam upaya
" pencegahan dan pehingk‘atvan_‘ kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh;

e melakukan pembangunan mmah dan Perumahan

| yang layak huni ‘bagi masyarakat khususnya
, masyarakat miskin dan MBR;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan
.‘ terhadap masyarakat miskin dan MBR;

- g melakukan pembinaan terkait peran i'nasyarakat

| dan kearifan lokal di ‘bidang perumahan dan
permukiman; dan N .

~ h. melakukzih pényediaarvlv tanah dalam upaya

. pencegahan dan peningkatan vkuallitas perumahan

- kumuh dan permukiman kumuh.



(2) Pelaksanaan fungsi sébagaimana dimaksud pada |

| ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemermtahan di bidang
Perurnahan dan Permuklman

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan -
smkromsam prograrn antar Perangkat Daerah.

’(4) Pelaksanaan koordinasi dan smkromsaSI program

' dilakukan oleh tim koordinasi tingkat Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupatl._

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim
koordinasi tingkat Daerah sebégaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 39
(1) Kewajiban Pemermtah Daerah dalam pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permuklman Kumuh dilakukan pada
B tahap _
a. pengawasan dan pengéndalian; dan
‘b, pemberdayaan maSyarakat.' v
(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawésan
dan 'péngendalian' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi: |
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kesesuaian perizinan pada tahap
perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 b. melaksanakan pengawasah dan pehgendalian
o terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap
pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
‘c. melaksanakan pehgawasan dan  pengendalian
terhadap kesesualan kelaikan fungsi pada tahap

: pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.



’(3) Kewajlban - Pemefintah ‘Daerah | pada tahap
| pemberdayaan _ masyarakat sebagalmana dunaksud
pada ayat (1) huruf b mehpuu '

a. membenkan pendampmgan kepada masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

dalam ,rangka": pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Pérumahan Kumuh dan
Permukiman '} Kumuh, melalui penyuluhan,
pembimbingan dan bantuan teknis; dan

b. memberikan  pelayanan  informasi  kepada
mas‘yarakat';v ~mengenai rencaha tata ruang,

perizinan dan standar teknis perumahan dan

~ permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait

upaya pencegahan Perumahan Kumuh dan

. Permuklman Kumuh

Pasal 40

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan |

kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permuklman

- Kumuh dilakukan pada tahap: -

a. penetapan loka&,:

b penanganan; dan

c pengelolaan.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi: - '

a. melakukan 1dent1ﬁkasx lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan
dengan mehbatkan peran masyarakat

b. melakukan pemlalan loka31 Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kurnuh sesuai kriteria yang telah

dltentukan, -

c. melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh

dan Permukiman Kumuh melalui keputusan . -

-Bupati; dan



d melakukan penxnjauan ulang terhadap ketetapan]‘:‘:fi‘.ﬂ S

._‘H‘Iokam Perumahan Kumuh dan P ermuklman

| Kurnuh pahng Sedlklt 1 (satu) kah dalam 5 (hma)v '-  o

| :'-tahun

(3) Kewajlban Pemcrmtah Daerah pada tahap penanganan o

sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b rnehput1

{  a. melakukan perencanaan penanganan terhadap

L '] , Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh

. melakukan sosxahsa31 dan konsultas1 pubhk hasﬂ"‘f-;{

o 'perencanaan penanganan terhadap Perumahan o

- iKumuh dan Permuklman Kurnuh dan

. ‘melaksanakan penanganan terhadap Perumahan'

Kurnuh dan Permuklman Kumuh melalul pola-pola | o |

' ’Q'pemugaran, perema_]aan, dan/ atau pemuk1rnan o

o kembah o

. e (4) Kewajlban Pemermtah Daerah pada tahap pengelolaan v}. s

sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) huruf c mehputt

1 a.. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat e

- untuk membangun part131pas1 daIam pengelolaan, S

. membenkan fas111ta31 dalarn upaya pembentukan _—

‘kelompok swadaya masyarakat dan o

. membenkan _ faszhtas1 dan . bantuan kepa da R

o masyarakat dalam upaya pemellharaan dan' o o

RS " perbalkan

Baglan Keempat |

Pola Koordmas1

Pasal 41 kR

o (1) Pemerlntah Daerah dalam melaksanakan tugas dan’

kewa_]lbannya melakukan koordlna31 dengan’

Pemermtah Pusat dan Pemermtah Daerah Prov1n31

(2) Koordlna31 yang dllakukan oleh Pemerlntah Daerah

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mchputl .

a. melakukan smkromsam kebuakan dan strategl kota e

dalam pencegahan dan penmgkatan kuahtas»' -

tcrhadap ‘Perumahan 'Kumuh dan Pcrmuklman o



Kumuh dengan kebljakan dan strategi prov1ns1 dan
nasmnal _ A

'b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
kepada f, Pemermtah Daerah ‘Provinsi  dan
Pemerintah Pusat; |

C. melakukén smkromsam | rencana pénanganan

| terhadap Perumahan ‘Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan
provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permohonan fa31hta51 dan bantuan
teknis dalam bentuk pemblnaan perencanaan dan
pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap V‘Perumahan Kumuh dén |

Permukiman Kumuh.

| 'BABVII
KERJASAMA PERAN MASYARAKAT, DAN
KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Kerja Sama

. ,  Pasal 42 |
(1) Dalam - upajfa' peningkatan kualitas terhadap
Perurhahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama
dengan | e
a. Pemermtah/ Pemerintah Daerah lain;
b. badan usaha milik negara, ba_dan usaha milik
daerah, badan uSaha-sWasta; dan/atau
c. organisasi kemasyarakatan atau lembaga “non
- pemenntah lalnnya | | -
(2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan
" usaha milik negara, ‘daerah, atau swasta sebagé.imana :
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dlkembangkan'

melalm



a. perencanaan dan penghlmpunan dana tanggung ,
: _]awab sosial perusahaan )

b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung Jawab
: somal,perusahaan untuk mendukung Pencegahan
‘dan Peningkatan Kualitas Kualitas Terhadap
. Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh.

(3) Kerja sama antara Pemerlntah Daerah dengan
organisasi '_ kcmasyarakatan atau lembaga non
pemerintah lainnya dllaksanakan melalui pcmngkatan _
keterlibatan ‘orgariisési kerhésYarakatan atau lembaga
non pemerintah lainnya dalam upaya pencegahan- dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

Bagian Kédué

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

|  Pasal 43 ‘
}Perar‘l rriasyaraké.t dalam pencegahan 'terhad‘ap tumbuh .
dan bcrkembangnya Perumahan Kumuh dan Permuklrnan
" Kumuh dilakukan pada tahap: ' ' '
a. pengawasan dan pengendahan; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pcmngkatan Kuahtas

, Pasal 44

~ Peran masyarakat dalam pemngkatan kualitas terhadap

~ perumahan kumuh dan permukiman kumuh’ dilakukan

‘pada tahap: _ | '

a. penetapan lokasi dan 'perencanaan penangaﬁan
Pefumahan-Ku‘muh dan Perrm.ikiman Kumuh;

‘b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan



Permukunan Kumuh dan ,
pengelolaan Perdmahan Kumuh dan Permukiman

- Kumuh

Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara peran
serta vmasyarakat s_ebagalmana dimaksud dalam Pasal 43

vcfia'n' Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

v Paragraf 3
~ Kelompok Swadaya Masyarakat

o ~ Pasal 46 _

| (1) Pehbatan Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan
upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam

peningkatan kualit_as terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kufnuh. v

(2) Kelompok Swadaya Masyarakat | dibentuk oleh

- masyarakat secai’a swadaya atau atas prakarsa
Pemermtah Daerah. -

(3) Pernbentukan sebagalmana dunaksud pada ayat (2)
“tidak }p¢rlu dilakukan dalam hal sudah terdapat
Keloinp()k Swadaya Masyarakat yang sejenis.

(4) Pembentukan =~ Kelompok  Swadaya  Masyarakat

: }sebag‘ai‘mana dimaksud - pada ayat (2) disesuaikan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Bagian Kétiga

- Kearifan Lokal

v A Pasal 47 ,
Pen}ingkatan kualitas  Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Daerah harus memperhatikan
.'nilai-r‘lilai Tuhur yahg berléku dalam‘ tata kehidupan‘
_masyarakat dalam mehndungl dan mengelola lingkungan
3 hldup secara lestari dengan txdak bertentangan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan



| | BABIXZ AR
PERSYARATAN DAN LARANGAN

Baglan Kesatu

Persyaratan

Pasal 48

Sepanjang berka1tan dengan persyaratan pembangunan-»v'}. R
n pel‘urnahan dan Permuklman wa_ub tunduk pa da
ketentuan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan |

v Permuklman, dan Peraturan Daerah tentang Bangunan‘-;_” - S
; yang berlaku di Daerah ' '

" segan Kedua

_;Larangan T

 pasal 49

e ( 1) Setlap Orang dllarang menyelenggarakan pembangunanv -

Perumahan yang tldak sesual dengan krlterla,
L spes1ﬁka31 persyaratan Prasaranav Sarana, dan "

Utlhtas Umum yang dlperjanjlkan

" (2) Setlap Orang dllarang membangun perumahaniv- o

dan/ atau permuklman di luar kawasan yang khususbf 1 o

d1peruntukkan bag1 Perumahan dan Permuklman

(3) Setlap Orang dllarang membangun Perumahan,vl_“'f

da.n/atau Permuklrnan d1 tempat yang berpotenSI R

memmbulkan bahaya bag1 barang dan / atau orang

(4) Setlap Orang - dllarang j: menolak atau"__

| menghalang halangl keglatan pemukLman kembah .

- rumah, Perurnahan dan/ atau Permukn‘nan yang telah

. dxtetapkan oleh Pemermtah Pusat dan/ atau Pemerlntah e

: 'I.'-Daerah setelah terjadl kesepakatan dengan masyarakat SIS

setempat

(5) Badan Hukurn yang menyelenggarakan pembangunan

Perumahan dan Permuklrnan, dllarang mengahh .

fung31kan Prasarana Sarana dan Utlhtas Umum dl"”" o

luar fungsmya -



(1)

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Set1ap orang yang melanggar ketentuan sebagalmana

R dlmaksud dalam Pasal 49 dxkenal sanks1 berupa Lo

a. perlngatan tertuhs, o

b pembatasan kegxatan pembangunan

d. jf"' penghentlan sementara atau penghentlan tetapf_,‘, o

c. ,fpenghentlan sementara atau penghentzan tetap‘zv':" o

: pada pelaksanaan pembangunan, o

'pada pengelolaan perumahan atau perrnuklman, B

: ”_é;:'v' "-‘penguasaan sernentara oleh Pemermtah Daerahj

o (segel)

, f . kewajlban membongkar sendm bangunan dalam,

= Jangka Waktu tertentu

. g pembatasan keglatan usaha

~h. pembekuan izin mendlrxkan bangunan,

4""7\":'

‘o B g ot

i _,pencabutan 1zm mendlnkan bangunan, .

j.’/ 1 pembekuan/ pencabutan surat bukt1 kepem1hkan - : o

rumah N o
. permtah pembongkaran bangunan rumah
pembekuan 1z1n usaha, LT e
. pencabutan izin usaha R

| pembatalan 1zm | :

waktu tertentu, .

B p pencabutan 1nsent1f R
o q pengenaan denda admlnlstratlf dan/atau -
oo penutupan Ioka31 o | o

Tata cara pengenaan sank51 adrmmstratxf sebagalmana*- B

- d1maksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh Perangkat

- ‘membldangl penegakan Peraturan Daerah dan

o Daerah ‘ yang memb1dang1 perumahan dengan :

berkoord1nas1 ' dengan , Perangkat Daerah yang e

- }'penyelenggaraan ketertlban umum dl Daerah

,,kewajlban pemuhhan fung31 lahan dalam Jangka L



BAB XI
- KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulal berlaku maka

- a.

izin dan/ atau  dokumen yang terkait dengan
pencegahan dan penmgkatan' kualitas terhadap
Perumahan Kurnuh dan- Perrnuklman Kumuh yang
telah dltctapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang _

masih sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
dan

. izin dan/atau dokumen yang. terkait déngan

pencegahan dan . peningkatan  kualitas térhadap -

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yvang

~ telah ditetapkan yang tidak sesuai dengan Peraturan

Daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Daerah fr_ii paling lama 2 (dua) tahun sejak .
Peraturan Daerah ini ditetapkan. ' '

- Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan yang berisi ketentuan terkait

dengan Pencegahan dan Peningkatan | Kualitas terhadap

Per’umahah ,Kum'uh dan Permukiman Kumuh yang telah

ada tetap berlaku sepanjang tidak bértentangan‘ dengan

atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

’ Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka,

ketentuan larangan yang mengatur hal yang sama .

sebagaumana dimaksud dalam Pasal 49, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



~ BABXH
. KETENTUAN PENUTUP

| L ~ Pasal 54
Peraturan Daerah ~ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. o |
Agar setiap orang m}e_nvgétahuinya, meméﬁntahkan
pengundangan Peraturan Daerah  ini 'deng‘ém'
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karan ganyar

Ditetapkan di Karanganyar |
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ted
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019 .
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
. ttd E
~ SUTARNO |
| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 13
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
}PROVINSI JAWA TENGAH: (13- 138 /2019)

SEKRETARIAT DAERAH
. KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum (¥t

o

' ZULFQ: ADIDIH |

NIP. 19750311 }&99903 1009




PENJELASAN
 ' ATAS o v
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
- NOMOR 13 TAHUN 2019
‘, - TENTANG o . R
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
AT | KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

UMUM

Selrmg dengan perkembangan Kabupaten Karanganyar maka'

""‘,v(»:ter_]adl pemngkatan area terbangun (buzlt up area) Perubahan ini

i ':},,:menyebabkan penmgkatan kepadatan penduduk dan kepadatan |
“,;..fpermukxman Dengan adanya pemngkatan kcpadatan penduduk danf o

s _'.z?}kepadatan permuklman maka hal ini dapat mengaklbatkan tlmbulnya‘ o

L perumahan dan permuklman kurnuh oleh karena itu perlu adanya S

pengaturan agar hal ini dapat dlcegah

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemngkatan Kuahtas‘ : - .

""-’_l‘.v‘_':Perumahan dan Permuklrnan Kumuh merupakan Peraturan Daerah' .

', Hkpelaksana dan Undang-Undang Nornor -1 Tahun 2011 tentang

:::; :'Perumahan dan Kawasan Pcrmuklman Dalam Undang«Undang tersebut =

Ipencegahan dan pemngkatan kualxtas perumahan dan permulﬁman" .

B kumuh menjadl salah ‘satu aspek pentlng yang pengaturannya dlatur d1 :

”dalamnya Adanya kawasan perumahan dan permuklman kumuh di ’

e -'»Kabupaten Karanganyar membutuhkan adanya penanganan tersendm

. vagar dapat dilakukan pencegahan tlmbulnya kawasan kumuh baru danf& S

L pemngkatan kuahtas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalm 3

(tlga) macam penanganan yaxtu pemugaran pel‘emaJaan» atau’ o

o permuklman kernbah i

Agar upaya pencegahan dan pemngkatan kuahtas terhadap"

perumahan dan permuklman kurnuh dapat berdaya dan berhasﬂ guna,

o ‘fv‘maka perlu dltetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan- Daerah s

- : tentang Pencegahan dan Penmgkatan Kuahtas Perumahan dan "

: f?.f---'Permuklman Kumuh Peraturan Daerah ini menguPaYakan peran serta' Sl

masyarakat yang 1eb1h aktlf dalam tataran perencanaan hmggaf. . o

pelaksanaan yang d1fasxllta31 Pemermtah Kabupaten Karanganyar Atas L

dasar hal- hal tersebut dan dem1 kepasﬁan hukum, maka perlu'v»"f:



dltetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penlngkatan

.Kuahtas Perumahan dan Permuklman Kumuh

Pasal 2
i :::“Pasal 3
B :-*.i:v_:Pasal 4
7 :»:‘Pasal 5
. Pasal 6
- | Pasal 7

| | Pasal 8

o ’v g Pasal 9

: }leasal 10 - , o
KRR Cukup jelas.‘_ﬁ |
B Pasal 11

PASAL DEMI PASAL f R ';] PEE
o Pasall

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Cu,kup.lelas.":f PR
Cukué Jelas.} j

Cukup Jélas.v;‘:;'z o
C‘»JkuPJelas‘,; .

Cukup _]ClaS. o

Cukup Jelas

-‘ Ayat (2)

Huruf a.

-f‘_dan Perrnuklman Kumuh di tep1 air’ adalahv"‘,.m ‘
o Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh yang e

_ 'berada tepl badan air (sungal, pantal, danau Waduk :" A

- Yang chrnaksud dengaﬁ “t1polog1 Perumahan Kumuh )

dan sebagamya), namun berada ch mar, garis

"sempadan badan a1r



Hurufb e T RESLA
B J»Yang dlmaksud dengan' “tlpologx Perumahan Kumuh e
’ lv_dan Permuk1man d1 dataran adalah Perumahan‘ ,
_— Kumuh dan Permuklman Kumuh yang berada d1 }
| ‘daerah dataran rendah dengan kem1r1ngan Iereng <
Hurufc

Yang dlmaksud dengari “t:pologl Perurnahan Kumuh .
< “dan Permuklman Kumuh di perbukltan adalah_’v‘j} -
S o , Perumahan Kumuh dan Permuk1man Kumuh yang",
K berada d1 daerah dataran t1ngg1 dengan kemlrmgan R
S lereng > 10 % dan < 40% L
Hurufd S TE AR | R Co
. _Yang dlmaksud dengari “t1p010g1 Perumahan Kumuh -
’idan Permuk;man Kumuh di daerah rawan bencana N -
o adalah Perumahan Kumuh dan Permuklman Kumuh ) » |
- yang berada d1 daerah rawan bencana ‘alam, N
;jj" khususnya banglr, gempa burm tanah Iongsor danv
AN jfﬁerups1 Gunung Merap1 o |
| '_Pasanz LR
| Cukup Jelas g
. Pasal 13 |
o Cukup Jelas
Pasal 14 T
CukupJelas e
}Pasal 15 A
Cukup jelas.
| 'pasal 16 o
Cukup JelaS{ |
Pasal 17 .
L Cukupjelas.,"'_. S
o Pasal lz e dlmaksud de n gan masyarakat adalah pemangku

kepentmgan yang terkalt dengan Perumahan dan» kawasan}

Permukiman. =




 Pasal 19

 Ayat (1)
‘ Cukup jelas.
Ayat (2) .
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyuluban” merupakan
kegiatan untuk memberikan informasi dalam
meningkatkan =~ pengetahuan  dan  kesadaran
masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya PerumahanKumuh  dan
PermukimanKumuh, yang dapat berupa kegiatan
sosialiasi dan /atau diseminasi. |
Hurufb |
Yang dimaksud dengan “pembimbingan” merupakan |
‘kegiatan yang dilakukan‘ untuk rnerhberikan
penjelasan dan petunjuk mengénai bagai_maha :
aktivitas masyarakat diarahan dalam kerangka
pcnéegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Sasaran pembimbingan dapat berupa orang
perseorangan, kelompok masyarakat, maupun dunia
usaha. B
Huruf c o
, Cukup jélas'.
Ayat (4) o
. Cukupjelas..
‘Pasal 20 |
| - Cukupjelas.
. Pasal2l |
Cukup jelas.
Pasal 22 |
| - Cukup jelas.
‘Pasal 23

: Cukup jelas.




"Pasal 24
Cukup Jelas.
* Pasal 25
‘ - Cukup jelas.
~ Pasal 26 A
|  Cukup jelas.
Pasal27
" Cukup jelas.
Pasal 28
- Cukup jelas.
~ Pasal 29
| Cukup jelas.v
‘ Pasal 30
_ Cukup Jclas.
Pasal 31
j Cukup jelas.
Pasal 32
' Ayat (1)
~ Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan tipologi

pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh” misalnya:

1, Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi
- termasuk dalarh “tipologi = Perumahan Kumuh dan
~ Permukiman Kumuh di atas air, air, maka penanganan
yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik
‘daya: guna, daya dukung, daya rusak air serta
kelestarian air; .

2. Apabﬂa lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi
~termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumubh di tepi air, maka penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya
dukung tanah tepi air, pasang surut air serta
kelestarxan air dan tanah | |




3. Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi

termasuk dalarh tipologi Perumahain Kumuh dan

Permukiman Kurnuh di dataran, maka penanganan

yang dllakukan harus memperhaukan karaktenstxk |

daya dukung tanah jenis tanah serta kelestarian tanah;

.Apablla loka31 Perumahan dan Permukiman lokasi

termasuk dalarn t1polog1 Perumahan Kumuh dan

" Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan

yang ~dilakukan harus memperhatikan karakteristik

- kelerengan, daya dukung tanah jenis tanah serta "

kelestarlan tanah; dan

Ayat (3)

Apabila lokasi Perumahan dan Permukiman lokasi

- termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan

- Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka

penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis

tanah serta kelestarian tanah.

» - Cukup jelas.
 Ayat (4) |
| Cukup Jelas
Ayat (5) B
Cukup jélas;
Ayat (6)
- Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat(8)
Cukup jelés.

Pasal 33

| Pasal 34

Cukup jelas. -

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

. Pasal 36

Cukup jelas.



‘Pasal 37
= T Cukup jelas.:'
Pasal 38
A Cukﬁp jelas.
~ Pasal 39 | v
: Cukljp jelas.
' Pasal 40 |
- Cukupjelas.
~ Pasal4l |
o Clikup jelas.
Pasal 42
‘ Cukup jelas.
~ Pasal43 _
| Cukup jelas.
Pasal 44 o
| Cukup jelas.
Pasal 45 |
- . Cukup jelas.
 Pasal 46
B Cukup jelas.
Pasal 47
_ ‘ Cukup jelas.”
o vPaéal 48 ; B
| Cﬁkup jelas.
o ,;Paéa149 .
o | Cukup jelas.
Pasal 50
1 Cukup jelas.
'Paéa151"‘ '
' Cukup jelas.
Pasal 52 :
| - Cukup jelas.
" Pasal 53
‘ Cukup jelas.
 Pasal54 o
. , Cukup jelas. - . v .
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